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Abstrak 

Faizatul Mukrimah. E83212120. Kedudukan Bukti Autentik (tertulis) 

dan Saksi dalam Transaksi Hutang-Piutang (studi terhadap tafsir ibn kathi>r, tafsir 

al-muni>r dan tafsir fi> z}ila>lil Qur’a>n surat al-Baqarah ayat 282) Skripsi Jurusan 

Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya. 

Penelitian ini ditulis dikarenakan adanya problematika terkait penulisan 

dan adanya saksi dalam transaksi hutang-piutang, kemudian ada pendapat yang 

menyatakan jika orang yang bertransaksi saling percaya maka tidak dibutuhkan 

lagi bukti autentik tertulis maupun saksi dalam transaksi yang bertempo tersebut. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur (library 

research) dengan menggunakan metode penyajian secara deskriptif dan analisis. 

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ‘amm khas } dari 

ulumul qur’an untuk menganalisis data dari tafsirannya Ibn Kathi>r, Wahbah 

Zuhaili dan Sayyid Quthb. 

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui data penafsiran menurut 

Ibn Kathi>r penafsirannya Wahbah Zuhaili dan Sayyid Quthb sebagai salah satu 

bentuk yang bisa menjadi wacana dan dijadikan hujjah bagi umat Islam terkait 

perkembangan tafsir sejak zaman dahulu sampai sekarang. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut Ibn Kathir dan 

Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan ayat 282 dari surat al-Baqarah yakni 

kewajiban menulis dalam transaksi hutang-piutang dengan mendatangkan saksi 

untuk memperkuat bukti dalam transaksi tersebut, akan tetapi ada kekhususan, 

kewajiban tersebut menjadi gugur jika kedua belah pihak tersebut saling percaya. 

Adapun menurut Sayyid Quthb perintah dalam penulisan transaksi hutang piutang 

tersebut memang wajib dan hukumnya bersifat mutlak. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


